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FERGINA, GALUH. 2024. “Rekonsititusi DPD ditinjau dari Asas Representasi Politik
Wilayah”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. 172 halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini membahas kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam
perspektif Undang-Undang MD3 dan Konstitusi Indonesia. Pada Bab 1l, dibahas konsep
bikameralisme pada lembaga negara Indonesia dan keterbatasan kewenangan DPD dalam UU
MD3. Keterbatasan ini terlihat dalam beberapa pasal yang tidak merefleksikan pasal-pasal pada
UUD 1945, khususnya Pasal 249 UU MD3 yang tidak mencerminkan Pasal 22D ayat (1) dan
(2) UUD 1945. Sejarah pembentukan DPD dan tujuan dalam Kkonstitusi juga diulas,
menunjukkan bahwa UU MD3 belum sepenuhnya mengakomodasi amanat UUD 1945 terkait
DPD.

Bab Il membahas upaya rekonstitusi UUD 1945 terkait kedudukan DPD dari perspektif
representasi politik wilayah. Ditekankan pentingnya memperkuat kedudukan DPD dalam UU
MD3 untuk memberikan kewenangan lebih dalam proses legislasi, khususnya dalam
pembuatan undang-undang sektoral provinsi. Bab ini juga menyoroti konsep representasi
politik wilayah dan desentralisasi, serta peran DPD dalam mewujudkan representasi politik
wilayah yang efektif. Rekonstitusi diperlukan untuk menyelaraskan peran DPD dengan tujuan
awal pembentukannya dalam UUD 1945.

Penelitian ini mengidentifikasi dampak keterbatasan kewenangan DPD terhadap representasi
daerah. Implikasi hukum dari keterbatasan ini termasuk berkurangnya pengaruh DPD dalam
legislasi dan representasi daerah yang tidak optimal. Penelitian ini menyarankan penambahan
pasal dalam UU MD3 untuk memberikan DPD kewenangan lebih dalam proses legislasi dan
memperkuat peran DPD dalam sistem legislatif Indonesia. Dengan kewenangan yang
diperkuat, DPD diharapkan dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pembentukan kebijakan
yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Penelitian ini juga mengusulkan perubahan dalam naskah konstitusi untuk mempertegas peran
DPD. Salah satu saran adalah memberikan DPD hak veto terhadap rancangan undang-undang
yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan asas desentralisasi asimetris. Selain itu,
DPD juga berwenang mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah dan
memberikan rekomendasi perbaikan. Usulan ini bertujuan memastikan desentralisasi asimetris
berjalan efektif dengan kebijakan sektoral yang spesifik untuk setiap provinsi.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan DPD dalam UU MD3
belum mewujudkan amanat tujuan pembentukannya dalam konstitusi. Untuk itu, disarankan
adanya penambahan pasal dalam UU MD3 dan perubahan dalam konstitusi untuk memberikan
DPD peran yang lebih signifikan dalam proses legislasi dan pengawasan pelaksanaan undang-
undang. Penelitian ini juga mengusulkan mekanisme untuk menindaklanjuti putusan
Mahkamah Konstitusi dengan peraturan perundang-undangan lanjutan yang diagendakan
dalam Prolegnas tahun berikutnya.
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FERGINA, GALUH. 2024. “Rekonstitusi DPD ditinjau dari Asas Representasi Politik
Wilayah”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. 170
halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : DPD, Undang-Undang MD3, Konstitusi Indonesia, kewenangan, representasi
politik wilayah, desentralisasi asimetris

Penelitian ini mengkaji kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam
perspektif Undang-Undang MD3 dan Konstitusi Indonesia. Dalam Undang-Undang MD3,
DPD memiliki keterbatasan kewenangan yang tidak sepenuhnya merefleksikan amanat Pasal
22D UUD 1945. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas DPD dalam mewakili daerah dan
berkontribusi dalam proses legislasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi dampak hukum dari
keterbatasan tersebut dan mengusulkan perubahan dalam UU MD3 dan konstitusi untuk
memperkuat peran DPD. Usulan perubahan mencakup pemberian hak veto kepada DPD
terhadap rancangan undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan
pemberian kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait otonomi
daerah. Dengan perubahan ini, diharapkan DPD dapat lebih efektif dalam mewujudkan
representasi politik wilayah dan mendukung desentralisasi asimetris di Indonesia.
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FERGINA, GALUH. 2024. " Reconstitution of DPD from the Perspective of Regional
Political Representation Principles™ Master Program in Law, Faculty of Law,
Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Hj. Erlina,
S.H., M.H. 170 pages.

ABSTRACT

Keywords : DPD, MD3 Law, Indonesian Constitution, authority, regional political
representation, asymmetric decentralization

This study examines the status and authority of the Regional Representative Council (DPD)
from the perspective of the MD3 Law and the Indonesian Constitution. In the MD3 Law, the
DPD has limited authority that does not fully reflect the mandate of Article 22D of the 1945
Constitution. These limitations affect the effectiveness of the DPD in representing regions and
contributing to the legislative process. The study also identifies the legal implications of these
limitations and proposes changes to the MD3 Law and the Constitution to strengthen the role
of the DPD. The proposed changes include granting the DPD veto power over draft laws that
conflict with regional interests and granting supervisory authority over the implementation of
laws related to regional autonomy. With these changes, the DPD is expected to be more
effective in realizing regional political representation and supporting asymmetric
decentralization in Indonesia.
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